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ABSTRAK 

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PEMUTUSAN 

HUBUNGAN KERJA TERHADAP BURUH HARIAN LEPAS ( STUDI 

PUTUSAN NOMOR 15/PDT.SUS-PHI/2025/PN.PLG)” 

SYARIAH 

Buruh harian lepas merupakan bagian dari hubungan kerja yang diakui dalam 

sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, namun dalam praktiknya sering 

menghadapi ketidakpastian hukum, terutama ketika terjadi pemutusan hubungan 

kerja (PHK). Status hubungan kerja yang tidak tetap kerap menimbulkan perbedaan 

penafsiran mengenai hak-hak normatif pekerja. Rumusan masalah penelitian ini 

adalah bagaimana pengaturan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh harian 

lepas menurut sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan bagaimana 

pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pemutusan hubungan 

kerja terhadap buruh harian lepas dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-

PHI/2025/PN.Plg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan PHK 

terhadap buruh harian lepas serta mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim 

dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh 

melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, serta putusan pengadilan terkait. 

Analisis dilakukan secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengaturan PHK terhadap buruh harian lepas telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, khususnya mengenai batasan waktu kerja dan 

konsekuensi hukum berakhirnya hubungan kerja. Majelis hakim menetapkan para 

pihak sebagai buruh harian lepas yang sah sehingga menolak tuntutan pesangon, 

namun tetap mempertimbangkan keadilan substantif melalui pemberian uang tali 

asih. Putusan tersebut dinilai sesuai dengan sistem hukum ketenagakerjaan, 

meskipun masih menyisakan ruang kritik terhadap perlindungan pekerja. 

Kata Kunci: Buruh Harian Lepas, Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan 

Hukum, Pengadilan Hubungan Industrial 
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ABSTRACT 

“JUDGES’ LEGAL REASONING IN CASES OF TERMINATION OF 

EMPLOYMENT INVOLVING CASUAL DAILY WORKERS (AN ANALYSIS 

OF DECISION NUMBER 15/PDT.SUS-PHI/2025/PN.PLG)” 

SYARIAH 

Casual daily workers are part of an employment relationship that is recognized in 

the Indonesian labor law system, but in practice they often face legal uncertainty, 

especially when termination of employment occurs. The precarious nature of the 

employment relationship often leads to differences in interpretation regarding the 

normative rights of workers. The research question is  how does the termination of 

employment of casual daily workers fall under the Indonesian labor law system and 

what are the legal considerations of the panel of judges in deciding cases of 

termination of employment of casual daily workers in Decision Number 15/Pdt.Sus-

PHI/2025/PN.Plg. This study aims to analyze the regulation of termination of 

employment for casual daily workers and examine the legal considerations of the 

panel of judges in the decision. The method used is normative juridical with a 

regulatory approach and a case approach. Data was obtained through a literature 

study using primary legal materials in the form of Law Number 13 of 2003 

concerning Manpower as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job 

Creation, Government Regulation Number 35 of 2021, , particularly regarding 

working hours and the legal consequences of termination of employment. The panel 

of judges ruled that the parties were legitimate casual daily workers and therefore 

rejected the severance pay claim, but still considered substantive justice by 

awarding compensation. The ruling was deemed to be in accordance with the labor 

law system, although it still left room for criticism regarding worker protection. 

Keywords: Casual Daily Workers, Termination of Employment, Legal Protection, 

Industrial Relations Court. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

  Buruh ialah individu yang bekerja dan menerima imbalan dalam 

bentuk upah atau lainnya Penyatuan istilah "buruh" dan "pekerja" muncul 

sebagai bentuk kompromi, setelah keduanya melalui perdebatan panjang 

untuk dapat diterima dalam pandangan masyarakat secara umum.1 

 Pekerja atau buruh memegang peranan penting dalam mendukung 

operasional perusahaan, baik dalam proses produksi maupun distribusi. 

Dalam menentukan upah, penting untuk mempertimbangkan aspek 

kesejahteraan dan keadilan bagi buruh agar kinerja yang optimal dapat 

tercapai.2 

  Buruh dengan status harian lepas merupakan karyawan yang 

menerima upah berdasarkan jumlah hari kerja yang telah dijalani. 

Umumnya, penghasilan mereka tidak dipecah antara upah pokok dan 

insentif, melainkan dibayarkan secara menyeluruh dalam satu komponen.3 

mereka memiliki posisi yang lemah karena hubungan kerjanya sering kali 

 
1 Abdul Rahmad Budiono, Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT.Indeks, 2009), Cet-1, 

h.5 
2 Ali Sibra Malisi, “Sistem Pemberian Upah Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari 

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam,” Abdurrauf Journal of Islamic 

Studies (ARJIS) 2, no. 2 (2024): 158–72, https://doi.org/10.58824/arjis.v2i2.78. 
3 Asri rahayu, lilik & wijayanti, “Perlindungan Hukum Pekerja Lepas Di 

Kabupaten Bondowoso,” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 7, no. 5 (2020): 1, 

https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6188. 
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tidak dituangkan dengan perjanjian tertulis, sehingga hak hak mereka sulit 

diperjuangkan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.  

 Menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, diatur dua 

bentuk perjanjian kerja, yaitu perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu 

dan perjanjian kerja tanpa batasan waktu.4  

  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selanjutnya disingkat (PKWT) 

dapat diklasifikasikan sebagai kontrak yang diberlakukan untuk periode 

waktu tertentu atau sampai dengan penyelesaian pekerjaan yang telah 

disepakati. Jenis perjanjian ini umumnya diterapkan pada pekerjaan yang 

bersifat temporer, proyek khusus, atau pekerjaan musiman, dan diwajibkan 

untuk disusun secara tertulis guna memenuhi ketentuan hukum yang 

berlaku.  

  Sebaliknya, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu selanjutnya 

disingkat (PKWTT) adalah bentuk kontrak kerja yang tidak memiliki masa 

berlaku tertentu serta berlaku selama hubungan kerja tersebut belum secara 

resmi diakhiri oleh salah satu pihak. PKWTT biasanya diterapkan pada 

pekerjaan dengan status karyawan tetap dan dapat disertai dengan masa 

percobaan yang maksimal selama tiga bulan. Kedua bentuk perjanjian kerja 

ini memiliki perbedaan signifikan terkait dengan hak dan kewajiban pekerja 

serta pengusaha, di mana pekerja yang terikat pada PKWTT memperoleh 

perlindungan hukum dan hak ketenagakerjaan yang lebih komprehensif 

 
4 Abdullah Sulaiman and Andi Walli, “Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan,” 

YPPSDMJakarta,2019.425.https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/5787

9. 
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dibandingkan dengan pekerja yang berstatus PKWT. Oleh karena itu, 

pemahaman yang mendalam terhadap perbedaan kedua jenis perjanjian ini 

sangat diperlukan guna menciptakan hubungan industrial yang adil serta 

memberikan perlindungan optimal bagi tenaga kerja.5 

  Buruh harian lepas umumnya diklasifikasikan sebagai pekerja 

dengan status (PKWT), khususnya apabila sifat pekerjaannya tidak tetap 

dan sistem pengupahannya dilakukan secara harian. Namun demikian, 

apabila pekerja harian tersebut dipekerjakan secara berulang kali dan 

berkelanjutan dalam periode tertentu misalnya melebihi 21 hari kerja dalam 

periode bulanan maka hubungan kerja tersebut secara sah dapat beralih 

menjadi (PKWTT). Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 35 Tahun 2021.6 selaku pedoman pelaksana Undang-Undang Cipta 

Kerja, terdapat aturan yang memperjelas mengenai syarat dan pengalihan 

status hubungan kerja berdasarkan praktik di lapangan. 

  Buruh/pekerja harian lepas seringkali berada dalam kondisi yang 

tidak pasti secara hukum dan minim perlindungan ketenagakerjaan. Hal ini 

disebabkan karena kedudukan mereka belum diatur secara rinci dan tegas  

berdasarkan pengaturan pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja 

maupun turunannya. Meskipun Keputusan Menakertrans Nomor 

KEP-100/MEN/VI/2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 

 
5 “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” Pub. L. No. 

13 (2003), https://jdih.kemnaker.go.id/katalog-27-Undang-undang.html. 
6 Pemerintah Pusat Indonesia, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 

Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, 

Dan Pemutusan Hubungan Kerja,” 6 § (2021), https://doi.org/10.47467/as.v6i4.6307. 
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telah memberikan pengakuan terhadap sistem kerja harian lepas sebagai 

bagian dari skema (PKWT), namun jaminan atas hak-hak mendasar seperti 

perlindungan sosial, hak atas pemutusan hubungan kerja yang layak, serta 

pengelolaan risiko kesehatan dan keselamatan kerja, belum secara eksplisit 

dijamin dalam regulasi tersebut. 

Tidak sedikit buruh/pekerja harian lepas yang bekerja tanpa kontrak 

tertulis hanya didasarkan pada perjanjian lisan, sehingga menyulitkan 

mereka untuk menuntut hak-haknya secara hukum. Selain itu, aturan 

mengenai perubahan status menjadi (PKWTT) bagi mereka yang telah 

bekerja selama dalam rentang waktu tiga bulan secara berurutan, setiap 

bulan memiliki setidaknya 21 hari kerja serupa dengan tercantum dalam 

Pasal 10 ayat (3) KEP-100/MEN/VI/2004, sering kali diabaikan oleh pihak 

pemberi kerja.7 

  Kondisi ini memposisikan pekerja harian lepas pada kedudukan 

yang sangat rentan secara hukum, dengan perlindungan normatif yang 

lemah dan potensi eksploitasi yang tinggi. Situasi ini tentu bertentangan 

dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana terdapat dalam Undang-

Undang Dasar 1945, pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) yang 

melindungi hak setiap warga untuk menerima pekerjaan yang pantas serta 

perlindungan hukum yang adil dalam hubungan kerja. 8 

 
7 Nugroho Arinto Rahmawati irna, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian 

Lepas Yang Bekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Secara Lisan Bidang Jasa Konstruksi 

(Studi Kasus Pekerja Harian Lepas Pt. Pillar Permata),” no. 1 (2017): 147–73. 
8 Nicel Riza Anggraini and Otong Rosadi, “Perlindungan Hukum Tenaga Harian 

Lepas Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” Ekasakti Legal Science Journal 1, 

no. 2 (2024): 102–9, https://doi.org/10.60034/0k4ny383. 
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  Gelombang PHK massal sejak awal 2025 menunjukkan tingginya 

kerentanan buruh di Indonesia, khususnya pekerja kontrak dan harian lepas. 

Data Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja mencatat sekitar 70.000 

pekerja dari 80 perusahaan terkena PHK selama Januari–April 2025. Salah 

satu kasus mencolok terjadi di PT Maruwa Indonesia, di mana 156 pekerja 

kontrak di-PHK mendadak tanpa kejelasan hak pesangon, mencerminkan 

lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja non-tetap. 

  Data BPS menunjukkan peningkatan pengangguran sebesar 80.000 

orang dalam periode yang sama. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan 

mencatat 52.000 orang menerima manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP), dan 73.000 mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT), yang hanya dapat 

diakses setelah PHK. Angka-angka ini mengindikasikan jumlah PHK 

kemungkinan jauh lebih besar dari data resmi pemerintah. 

  Situasi ini menegaskan bahwa pekerja kontrak dan harian lepas 

adalah kelompok paling rentan, dengan status kerja tidak pasti, ketiadaan 

kontrak tertulis, dan minimnya perlindungan hak dasar. Karena itu, 

diperlukan kajian mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi 

buruh harian lepas, terutama dalam menghadapi krisis ketenagakerjaan 

seperti saat ini..9 

 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 15/Pdt.Sus-

PHI/2025/PN.Plg lahir dari perselisihan hubungan industrial antara PT 

 
9 Harumbi Prastya Hidayahningrum, “Warning! Sudah 70.000 Buruh Terkena 

PHK Massal Sejak Januari 2025 Rabu, 28 Mei 2025,” n.d., 

https://www.beritasatu.com/penulis/harumbi-prastya-hidayahningrum. 
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Swadaya Indopalma dengan pekerjanya terkait status kepegawaian dan 

pemutusan hubungan kerja. Sengketa ini berfokus pada penentuan status 

Buruh Harian Lepas (BHL) serta akibat hukumnya, khususnya hak atas 

pesangon dan kompensasi kerja. 

  Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Plg sebagai contoh 

konkret dalam mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara pemutusan 

hubungan kerja terhadap buruh harian lepas.  

  Kajian mengenai status hukum dan pemenuhan hak-hak buruh 

harian lepas pasca Pemutusan Hubungan Kerja masih relatif terbatas dalam 

literatur hukum ketenagakerjaan, terutama dalam konteks bagaimana hakim 

menafsirkan posisi hukum mereka dalam persidangan Perselisihan 

Hubungan Industrial. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih 

menitikberatkan pada pekerja tetap, sedangkan dinamika buruh harian lepas 

dalam perselisihan hubungan industrial masih belum banyak dibahas secara 

mendalam. 

Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, penulis memutuskan membahas 

pokok bahasan ini ke penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim 

Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Buruh Harian 

Lepas (Studi Putusan Nomor 15/PDT.SUS-PHI/2025/PN Plg).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Terkait dengan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalahnya 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pengaturan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh 

harian lepas menurut sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim 

dalam memutus perkara pemutusan hubungan kerja terhadap buruh 

harian lepas dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg? 

C. Ruang Lingkup 

  Penelitian ini dititikberatkan kepada pengaturan pemutusan 

hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha secara sepihak terhadap 

buruh harian lepas. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji 

bagaimana pengaturan hukum buruh harian lepas dalam hubungan kerja 

menurut sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. 

  Penelitian ini juga secara khusus menitikberatkan pada 

pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam Putusan Nomor 

15/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Plg. yang menjadi bahan pokok dalam penelitian 

kasus Dalam penelitian ini, aspek yang dikaji meliputi pengaturan 

pemutusan hubungan kerja terhadap buruh harian lepas menutut sistem 

hukum ketenagakerjaan di Indonesia, pertimbangan hakim dalam 

mengambil keputusan, serta relevansi putusan tersebut terhadap upaya 

perlindungan buruh dalam praktik ketenagakerjaan. 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini: 

1. Untuk menganalisis pengaturan pemutusan hubungan kerja terhadap 

buruh harian lepas menurut sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia 
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam 

menyelesaikan sengketa pemutusan hubungan kerja terhadap buruh 

harian lepas dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Plg. 

Sedangkan manfaat penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap 

Buruh Harian Lepas yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja yaitu: 

1. Manfaat teoritis, Kajian ini bertujuan memberikan andil pemikiran 

dalam kemajuan ilmu hukum, terutama dalam aspek hukum 

ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja 

terhadap buruh harian lepas. Melalui kajian terhadap Pertimbangan 

Hakim dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Buruh 

Harian Lepas (Studi Putusan Nomor 15/PDT.SUS-PHI/2025/PN Plg), 

penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pengembangan 

teori perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap, serta memberikan 

gambaran yang lebih mendalam mengenai peran hakim dalam 

menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum ketenagakerjaan pada 

kasus-kasus yang memiliki karakteristik khusus dan belum banyak 

dikaji sebelumnya. 

2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diasumsikan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih jelas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara pemutusan hubungan kerja terhadap buruh harian 

lepas. Hasil kajian ini dapat menjadi panduan bagi buruh, serikat 

pekerja, pengusaha, maupun praktisi hukum dalam menyikapi persoalan 

ketenagakerjaan serupa. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat 
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membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih 

melindungi hak-hak pekerja tidak tetap. 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan alat bantu digunakan oleh peneliti 

sebagai instrumen untuk menganalisis permasalahan secara sistematis, 

serta menggambarkan arah dugaan atau asumsi awal mengenai 

bagaimana penelitian akan berkembang.10 

1. Pertimbangan hakim, dapat dipahami sebagai penjelasan rasional yang 

mendasari keputusan hukum seorang hakim, yang tertulis secara resmi 

dalam putusan pengadilan.11 

2. Pemutusan Hubungan Kerja, adalah berakhirnya hubungan kerja akibat 

alasan spesifik yang menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban antara 

pekerja atau buruh dengan pengusaha12 

3. Buruh harian lepas merupakan. Jenis pekerja ini dipekerjakan untuk 

pekerjaan tertentu yang bersifat sementara, dengan upah yang dihitung 

berdasarkan jumlah hari kerja. Berdasarkan Kemnakertrans No KEP-

100/MEN/VI/2004, hubungan kerja bagi buruh harian lepas termasuk 

dalam kategori Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang 

diterapkan pada pekerjaan yang memiliki perubahan waktu dan volume 

kerja.Sistem ini menegaskan bahwa buruh harian lepas hanya bekerja 

 
10 H Nizamuddin et al., Metodologi Penelitian; Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi 

Mahasiswa (CV. Dotplus Publisher, 2021). 
11 Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, “Legal Reasoning 

Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan Untuk Menghindari 

‘Onvoldoende Gemotiveerd,’” Islamadina 18, no. 2 (2017): 41. 
12 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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kalau dibutuhkan oleh pemberi kerja, dan tidak memiliki ikatan kerja 

yang bersifat permanen.13 

4. Putusan Pengadilan, merupakan pernyataan resmi tertulis yang 

dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara berwenang secara 

yuridis, dan disampaikan dalam sidang terbuka. Putusan ini dihasilkan 

setelah melewati proses dan mekanisme hukum acara yang berlaku, 

dengan tujuan utama menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara 

secara sah demi melahirkan kepastian hukum dan keadilan bagi 

golongan yang sedang bersengketa.14 

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian terdahulu berikut dianggap relevan untuk digunakan sebagai 

bahan perbandingan: 

Tabel 1. 1 Penelitian terdahulu yang relevan 

No Nama 

Peneliti 

Judul Tahun Hasil Penelitian 

1. Afdal 

Novriadi 

dan Neni 

Vesna 

Majid 

Pertimbangan 

Hakim dalam 

Penyelesaian 

Perselisihan 

Pemutusan 

Hubungan Kerja 

Sepihak (Analisis 

putusan Nomor 

Nomor 5/Pdt.Sus-

PHI/2020/PN.Pdg 

dan Nomor 

2022 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hakim dalam memutus 

perkara pemutusan hubungan kerja 

(PHK) sepihak menggunakan 

pertimbangan yuridis dan non-

yuridis berdasarkan dua putusan, 

yakni Nomor 5/Pdt.Sus-

PHI/2020/PN.Pdg dan Nomor 

32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pdg. 

Pertimbangan yuridis didasarkan 

pada fakta persidangan, alat bukti, 

serta ketentuan Undang-Undang 

 
13PRI,“Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor: Kep.100/Men/Vi/2004Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu,” 2004, 1,6. 
14 Ramdani Wahyu Sururi, Putusan Pengadilan, ed. Asep Saepulrahim (CV. 

Mimbar Pustaka, 2023), https://digilib.uinsgd.ac.id/67012/1/PUTUSAN PENGADILAN-

DIGILIB UIN BDG.pdf. 
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32/Pdt.Sus-

PHI/2020/PN.Pdg. 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang mengatur 

kewajiban perusahaan dalam 

memberikan hak-hak pekerja, 

seperti pesangon, penghargaan 

masa kerja, dan penggantian hak 

lainnya. Sedangkan pertimbangan 

non-yuridis menitikberatkan pada 

aspek kemanusiaan dan keadilan 

sosial bagi pekerja yang di-PHK 

sepihak tanpa dasar yang sah. Hasil 

penelitian menegaskan bahwa 

hakim memutus secara adil dan 

independen, menolak tindakan 

sewenang-wenang perusahaan, 

serta mewajibkan perusahaan 

membayar hak-hak normatif 

karyawan dan memberikan surat 

keterangan pengalaman kerja. 

Putusan ini mencerminkan 

perlindungan hukum terhadap 

pekerja sekaligus menjadi bentuk 

penegakan keadilan dalam 

hubungan industrial di Indonesia. 

2. M. 

Rikhardus 

Joka dan 

Maria 

G.S. 

Sutopo 

Aspek Yuridis 

Pemutusan 

Hubungan Kerja 

(PHK) dalam 

Mewujudkan 

Hukum 

Ketenagakerjaan 

Berbasis Keadilan 

2018 Penelitian ini menunjukkan bahwa 

ketidakadilan dalam praktik 

pemutusan hubungan kerja di 

Indonesia tidak hanya disebabkan 

oleh kelemahan substansi hukum 

dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, tetapi juga oleh 

lemahnya struktur dan budaya 

hukum di masyarakat. Penelitian ini 

menegaskan bahwa banyak 

peraturan perusahaan, perjanjian 

kerja bersama, dan perjanjian kerja 

yang justru bertentangan dengan 

ketentuan undang-undang dan 

sering dijadikan dasar untuk mem-

PHK pekerja secara sepihak. 

Kondisi tersebut menimbulkan 

ketimpangan antara pekerja dan 

pengusaha serta memperlihatkan 

bahwa konsep keadilan dalam 

hukum ketenagakerjaan belum 
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sepenuhnya terwujud. Oleh karena 

itu, penulis merekomendasikan 

perlunya revisi menyeluruh 

terhadap undang-undang 

ketenagakerjaan agar lebih adaptif 

terhadap perkembangan sosial dan 

teknologi, serta memperkuat 

pemahaman dan penegakan hukum 

ketenagakerjaan guna menciptakan 

keseimbangan hak dan kewajiban 

antara pekerja dan pengusaha 

 

   Penelitian sebelumnya, yaitu karya Afdal Novriadi & Neni Vesna 

Madjid (2022) serta M. Rikhardus Joka & Maria G.S. Sutopo (2018), 

sama-sama menegaskan adanya ketimpangan antara penerapan hukum 

ketenagakerjaan dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003, terutama dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) 

yang sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja. Meskipun 

demikian, keduanya memiliki perbedaan dari segi fokus kajian dan 

pendekatan analisis. Penelitian Rikhardus Joka lebih menitikberatkan pada 

analisis normatif dan sistem hukum ketenagakerjaan, dengan kesimpulan 

bahwa persoalan PHK muncul akibat lemahnya sistem hukum, tumpang 

tindih antarperaturan (seperti PP, PKB, dan PK), serta budaya hukum 

masyarakat yang belum berpihak pada pekerja. Sementara itu, Afdal 

Novriadi mengkaji dua putusan pengadilan hubungan industrial (No. 

5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pdg dan No. 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pdg) 

secara empiris untuk memahami pertimbangan hakim dalam menilai 

keabsahan PHK sepihak dan hak normatif pekerja. 
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   Adapun penelitian yang akan penulis lakukan berjudul 

“Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja 

terhadap Buruh Harian Lepas (Studi Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-

PHI/2025/PN Plg)”, memiliki arah yang berbeda karena menyoroti 

perlindungan hukum terhadap buruh harian lepas, yaitu pekerja yang tidak 

memiliki status tetap maupun kontrak tertulis. Fokus utama penelitian ini 

adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menangani 

perkara PHK terhadap buruh harian lepas, sekaligus memberikan gagasan 

praktis mengenai penerapan hukum ketenagakerjaan yang lebih adil dan 

berpihak pada kelompok pekerja non-formal yang sering kali 

termarjinalkan dalam proses peradilan hubungan industrial. 

G. Metodelogi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, merupakan 

rangkaian tahapan kajian ilmiah yang diarahkan untuk mengulas 

permasalahan hukum dalam bentuk norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, 

maupun teori hukum, serta referensi hukum lainnya guna menjawab isu 

atau persoalan hukum yang dikaji. Oleh karena itu, penelitian jenis ini 

umumnya bersifat studi kepustakaan, dengan menggunakan bahan 

hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan atau 

ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas serta prinsip hukum, 

teori-teori dalam ilmu hukum, dan pendapat dari para ahli di bidangnya. 
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15 Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan norma 

hukum dan penerapannya dalam penyelesaian perkara. 

2. Sumber data Primer 

Terangkum beberapa bahan hukum yaitu: 

a. Bahan hukum Primer: penelitian ini menggunakan Peraturan 

Perundang-Undangan terkait ketenagakerjaan khususnya Undang 

Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Peraturan 

Pemerintah No 35 tahun 2021 tentang PKWT dan Putusan 

Pengadilan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg tentang pemutusan 

hubungan kerja terhadap buruh harian lepas. 

b. Bahan hukum Sekunder: penelitian ini menggunakan data 

pendukung berupa Literatur hukum, buku, jurnal, doktrin, serta 

artikel ilmiah yang membahas tentang perlindungan hukum 

terhadap pekerja/buruh. 

c. Bahan hukum Tersier: merupakan data yang berisi penjelasan 

mengenai kategori hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, 

ensiklopedia, KBBI, dan dasar informasi berbasis web. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), 

pendekatan peraturan perundang undangan (statute approach) yang 

mencakup pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Metode ini 

 
15Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 2020, website: 

www.uptpress.unram.ac.id.  
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dilakukan dengan mengkaji dokumen, peraturan, putusan (15/Pdt.Sus-

PHI/2025/PN Palembang.), dan literatur hukum yang relevan untuk 

memperoleh data yang mendukung penelitian. 

4. Analisis Data 

Analisis terhadap data dilakukan secara normatif kualitatif, 

berlandaskan pada aturan-aturan yang tercantum dalam sistem hukum 

yang berlaku. 

H. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini direncanakan akan disusun menjadi 4 (empat) bab bagian sejalan 

pada sistematika penulisan, meliputi: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, 

Tujuan dan Manfaat Peneltian, Kerangka Konseptual, Review Studi 

Terdahulu yang relevan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini akan berisi tinjauan pustaka yang membahas landasan teori yang 

berkaitan dengan objek penelitian. Tinjauan umum tentang Pertimbangan 

hakim, tinjauan umum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja, tinjauan 

umum tentang Buruh Harian Lepas,dan Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.Sus-

PHI/PN.Plg. 

BAB III Pembahasan 

Bab ini akan membahas perihal inti dari penelitian ini yaitu Pengaturan 

pemutusan hubungan kerja terhadap buruh harian lepas menurut sistem 



16 

 

 

 

hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan pertimbangan hukum yang 

digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara pemutusan 

hubungan kerja terhadap buruh harian lepas dalam Putusan Nomor 

15/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg. 

BAB 1V Penutup 

Akan berisi kalimat penutup pembahasan dengan kesimpulan yang 

mencerminkan hasil penelitian dan menyertakan saran berdasarkan analisis 

penulis 
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